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Pengertian anak dalam konteks hukum merupakan hal fundamental yang menjadi dasardalammenentukanbentukperlakuannegara terhadapindividuyang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan masih memerlukan perlindungan khusus, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun hukum.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa:
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
Pengertian ini menegaskan bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun berada dalam kategori anak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan tumbuh kembang yang layak.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat pengertian anak yang lebih spesifikterkaitdengansistemperadilanpidana.Pasal1angka3menyatakanbahwa:
"Anakadalahanakyangdalamperkaraanakberkonflikdenganhukumtelah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah."

Dengan demikian, dalam konteks peradilan pidana anak, batas usia minimum yang dikenakan tanggung jawab pidana adalah 12 tahun, dan batas usia maksimumnya adalah 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional memberikanperlakuankhususkepadaanakyangberhadapandenganhukum,yaitu dengan tidak serta-merta memperlakukannya seperti orang dewasa.
Dalam perspektif internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rightsofthe Child/CRC) yangtelahdiratifikasi olehIndonesiamelalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memberikan definisi serupa bahwa:
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, usia kedewasaan dicapai lebih awal."
Definisi ini menjadi acuan penting bagi negara-negara anggota PBB untuk memastikan bahwa anak diperlakukan secara manusiawi, bermartabat, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan usianya. Pendekatan ini mengandung prinsip "the best interest of the child", yaitu bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, menurut pakar hukum anak Arist Merdeka Sirait (2015), anak merupakan individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga segala bentuk penanganan terhadap perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat mendidik, membimbing, dan memulihkan. Oleh karena itu, dalam berbagai kasus hukum sepertipenyalahgunaannarkotika,anaktidakdapatdipandangsebagaipelaku

kriminal semata, tetapi harus dilihat sebagai individu yang rentan, yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan, bukan pembalasan.
Dalam hukum pidana, posisi anak sebagai pelaku juga berbeda secara prinsipil dengan orang dewasa. Anak dianggap belum memiliki kematangan berpikir, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial yang setara dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan anak lebih mengedepankan pendekatan restoratif dan diversi, agar anak dapat dipulihkan kembali ke dalam lingkungan sosialnya tanpa harus melalui proses pemidanaan yang merusak masa depannya.
Denganmemahamipengertiananaksecarakomprehensifdariaspekhukum nasional maupun internasional, maka pendekatan yang digunakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan sifat khusus anak yang masih dalam tahap perkembangan. Ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif dalam perlakuan terhadap anak, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
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Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan aspek krusial yang menekankan pada pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum. Hal ini dikarenakan anak-anak dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukanperlakuankhususyangmenjaminhak-haknyadanmendukungproses tumbuh kembangnya secara optimal.
Menurut Arif Gosita (1985), perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungianakagardapatmelaksanakanhakdankewajibannya.Iamenekankan

bahwa perlindungan hukum terhadap anak mencakup peraturan-peraturan hukum formal dan materil yang bertujuan untuk melakukan pembinaan atau pembelaan serta perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari dan untuk kepentingan anak.
Barda Nawawi Arief (1996) menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anakdapatdiartikansebagaiupayaperlindunganterhadapberbagaikebebasandan hak asasi anak serta berbagai kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pembinaan. Setiap tahapan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak anak.
Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga mengedepankan pendekatan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan, untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum terhadap perkembangan anak.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai aspekhukumdanpendekatanyangberorientasipadakepentinganterbaikbagianak.
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Teori perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana menekankan bahwa anak-anak memiliki tingkat kematangan psikologis dan emosionalyangberbedadenganorangdewasa.Olehkarenaitu,pendekatanyang

digunakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda, dengan fokus pada pembinaan dan rehabilitasi.

Menurut John E. B. Myers (2003), sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan aspek pembinaan dan rehabilitasi sehingga anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Pendekatan ini bertujuan untuk membantuanakmemahamikesalahannyadanmendorongperubahanperilakuyang positif.

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum anak merupakan wujud nyata dari teori ini. Dalam keadilan restoratif, anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai subjek hukum yang bersalah, melainkan juga sebagai pihak yang perlu pemulihan dan reintegrasi sosial. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan komunitas untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

Di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pentingnya diversi, yaitu pengalihan penyelesaianperkaraanakdariprosesperadilanpidanakeprosesdiluarperadilan. Diversibertujuanuntukmenghindarkananakdaristigmanegatifdandampakburuk dari proses peradilan formal.

Penelitian oleh Wikan Sinatrio Aji (2019) menunjukkan bahwa penerapan keadilanrestoratifmelaluidiversidiIndonesiamasihmenghadapiberbagai

tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif dan keterbatasan sumber daya pendukung. Namun, pendekatan ini tetap dianggap efektif dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kepuasan korban.

Selain itu, studi oleh Pratiwi (2019) mengungkapkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan manfaat psikologis bagi anak pelaku tindak pidana, seperti meningkatkan rasa tanggung jawab dan empati terhadap korban. Hal ini penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Implementasi keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak, yang menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Dengandemikian,pendekataninitidakhanyamemenuhiaspekhukum,tetapijuga aspek hak asasi manusia.

Namun, untuk memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pelatihan dan sosialisasi tentangkonsepdanpraktikkeadilanrestoratifperluditingkatkanagarsemuapihak memahami dan mampu menerapkannya secara efektif.

Dalam konteks kasus narkotika, pendekatan keadilan restoratif dapat membantu anak pelaku untuk memahami dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan mendorong mereka untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini penting untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, teori perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana dan penerapan keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.
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Narkotikaadalahzatatauobatyangberasaldaritanamanataubukantanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menimbulkan ketergantungan. Pengertianini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Bagi anak, penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat serius dan luas, tidak hanya pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan. Secara medis, narkotika dapat merusak sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan kognitif, melemahkan daya ingat, serta menghambat pertumbuhan tubuh. Secara psikologis, anak yang menyalahgunakan narkotika cenderung mengalami perubahan perilaku, depresi, kecemasan, bahkan berisiko tinggi melakukan tindakan kriminal.

Darisisisosial,anakpenggunanarkotikarentanmengalamipenolakansosial, konflik keluarga, dan terjerumus dalam pergaulan bebas serta tindak pidana lain. Selain itu, penyalahgunaan narkotika pada usia anak sangat berbahaya karena terjadi pada masa pembentukan karakter, sehingga dapat menghancurkan masa depan anak dan merusak potensi generasi muda.

Karena itu, anak yang menjadi penyalahguna narkotika seharusnya tidak semata-matadiposisikansebagaipelakukejahatan,melainkansebagaikorbanyang memerlukan pertolongan, rehabilitasi, dan pemulihan melalui pendekatan hukum yang humanis dan restoratif.
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Teori rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat, dengan memperhatikan aspek medis, psikologis, sosial, dan edukatif.

Menurut Johan Galtung (1967), keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberianhukuman,tetapijugatentangbagaimanamemperbaikikerusakansosial dan mencegah terulangnya perilaku kriminal. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi sarana untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan anak melakukantindakpidana,sertamencegahmerekakembaliterlibatdalamkejahatan.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto menekankan bahwa sistem peradilan pidana anakharusberfokuspadarehabilitasidanreintegrasisosial.Beliauberpendapat

bahwa pendekatanini memberikanpeluangbagi anakuntukmemahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat tanpa stigma negatif .

Reintegrasi sosial merupakan tahap akhir yang krusial dalam proses rehabilitasi anak. Tujuannya adalah agar anak yang pernah menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini sangat penting dalam sistem keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan hubungan dan harmoni sosial dibandingkan penghukuman .

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagaiperaturanperundang-undangan,sepertiUndang-UndangNomor11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk diversi, mediasi, dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan .

Dalam praktiknya, proses reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukummelibatkanberbagaitahapan,seperticaseconference,penilaian,konfirmasi ke pihak sekolah, lingkungan, dan keluarga, serta bimbingan lanjut. Namun, pelaksanaanprograminimasihmenghadapiberbagaitantangan,sepertikurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif dan keterbatasan sumber daya pendukung .

Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial. Keterlibatan masyarakat dapat membantu menciptakanlingkunganyangmendukungreintegrasianakdanmengurangistigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem peradilan pidana anak. Mereka perlu memastikan bahwa pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial diterapkan secara efektif, serta menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan bagi para pelaksana program .

Secara keseluruhan, teori rehabilitasi dan pendekatan keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.
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Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan pelanggaran hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara. Solusi hukum dalam keadilan restoratif berfokus pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan, dengan tujuan memperbaiki kerusakan sosial dan mencegah terulangnya perilaku kriminal.

Menurut Howard Zehr (2002), pelopor keadilan restoratif, pendekatan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, guna menyembuhkan dan mengembalikan keadaan seadil mungkin. Zehrmenekankanpentingnyaprosesyanginklusifdanpartisipatifdalammencapai keadilan yang sejati .

Dalam konteks anak korban narkotika, keadilan restoratif dapat diimplementasikan melalui mediasi, rehabilitasi, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam proses pemulihan. Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak sekadar dihukum, tetapi juga mendapat kesempatan untuk berubah dan kembali diterima oleh masyarakat. Implementasi keadilan restoratif dalam kasus anak korbannarkotikadiIndonesiatelahdiaturdalamUndang-UndangNomor11Tahun 2012tentangSistemPeradilanPidanaAnak,yangmenekankanpadaprinsipdiversi dan perlindungan hak anak .

Mediasi dalam keadilan restoratif memungkinkan pelaku dan korban untuk salingberkomunikasidanmemahamidampakdaritindakanyangdilakukan.Proses inidapatmembantuanakkorbannarkotikauntukmenyadarikesalahanmerekadan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Selain itu, mediasi juga memberikan ruangbagikorbanuntukmenyampaikanperasaandankebutuhanmereka,sehingga tercipta pemulihan yang saling menguntungkan .

Rehabilitasi merupakan bagian integral dari keadilan restoratif, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihanfisikdanpsikologisanak,denganmenyediakanlayananmedis,

konseling,dandukungansosial. Tujuannyaadalahuntukmembantuanakmengatasi ketergantungan narkotika dan mengembangkan keterampilan hidup yang positif, sehingga mereka dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat

Keterlibatankeluargadalamproseskeadilanrestoratifsangatpenting,karena keluargamerupakanunit sosial pertama yangmempengaruhi perkembangananak. Melalui keterlibatan keluarga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung proses pemulihan anak dan mencegah terjadinya perilaku kriminal di masadepan.Keluargajugadapatberperandalammemberikandukunganemosional dan sosial yang diperlukan anak selama proses rehabilitasi .

Masyarakatjugamemilikiperandalammendukungproseskeadilanrestoratif bagi anak korban narkotika. Melalui program-program edukasi dan kesadaran sosial,masyarakatdapatmembantumengurangistigmaterhadapanakyangterlibat dalam kasus narkotika dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk reintegrasisosialmereka. Pendekataninisejalandenganprinsipkeadilanrestoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan dan harmoni sosial .

Namun,implementasikeadilanrestoratifdalamkasusanakkorbannarkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya pendukung, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif .

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak korban narkotika juga memerlukandukungandarisistemperadilanyangsensitifterhadapkebutuhananak. Hal ini mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan pembentukan kebijakan yang mendukung implementasi keadilan restoratif. Dengan demikian, diharapkan anak korban narkotika dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan kesempatan untuk memperbaiki diri .

Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus anak korban narkotika. Dengan menekankan pada pemulihan hubungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, diharapkan anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Namun, keberhasilan implementasi keadilan restoratif memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait .
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Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diimplementasikan lewat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan prinsip bahwaanakyangberhadapandenganhukumharusdiperlakukansecaramanusiawi dan dijaga martabatnya. Dalam konteks ini, anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta akses terhadap program rehabilitasi yang mendukung pemulihan dan perkembangan mereka.

Pelaksanaan prinsip-prinsip internasional tersebut selanjutnya diakomodasi dalamberbagairegulasinasionalyangmenguatkanperlindunganhukumbagianak, khususnyayangberkonflikdenganhukum.Undang-UndangNomor35Tahun2014 tentangPerlindungan Anaksecara komprehensif mengatur hak-hakanaktermasuk perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam proses hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada semata-mata hukuman.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perlindungan bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, menitikberatkan pada pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif danrehabilitatif. Ketiga regulasi ini menjadi fondasi hukum yang kuat untuk mendorong pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak anak, sehingga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal dan mengurangi risiko stigmatisasi sosial.

Dengan demikian, perpaduan antara ratifikasi instrumen internasional dan implementasi regulasi nasional menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif dan manusiawi, terutama dalam menghadapi permasalahan hukum dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi anak demi mewujudkan keadilan yang berperspektif anak.
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Dalampenelitianini,terdapatbeberapateoriutamayangmenjadilandasan konseptual dalam menganalisis penanganan anak korban narkotika, antara lain:
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Teori keadilan restoratif menekankan bahwa keadilan sejati tidak hanya terpaku pada penghukuman pelaku tindak pidana, melainkan lebih pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Howard Zehr (2002) sebagai pelopor teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, sehingga proses penyelesaian harus melibatkan dialog terbuka, musyawarah, dan langkah- langkahpemulihanharmonisosial.Pendekataninimenjadisangatrelevandalam konteks anak korban narkotika, di mana fokusnya bukan sekadar memberikan sanksi,tetapijugamemberikanruangbagirehabilitasidanreintegrasisosialanak agarmerekadapatkembaliberfungsisecarapositifdalamlingkungansosialnya.

7. [bookmark: _bookmark19]TeoriPerlindunganAnakdalamHukumPidana

Teori ini menegaskan pentingnya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan fakta bahwa anak masih dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang rentan. Prinsip ini sangat didasarkan pada Konvensi Hak Anak (United Nations, 1989) yang mengatur bahwa anak harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat proses peradilan. Perlindungan khusus inimeliputihakatasbantuanhukum,perlindungandarikekerasandanperlakuan yangmerugikan,sertaaksesterhadapprogramrehabilitasiyangmendukung

tumbuh kembang mereka secara optimal. Dengan pendekatan ini, sistem peradilanpidanaanakdiharapkandapatmemberikanperhatianlebihpadaaspek pemulihan daripada semata-mata penghukuman.

7. [bookmark: _bookmark20]TeoriPenegakanHukumBerbasisKeadilan

Lawrence Friedman (1975) mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal penerapan norma hukum secara kaku dan mekanistis, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial serta prinsip keadilan substantif. Dalam konteks anak korban narkotika, teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan pemulihan daripada penghukuman yang bersifat represif. Pendekatan ini bertujuan agar proses hukum tidak malah menimbulkan kerugian sosial dan psikologis bagi anak,melainkanmembantumerekamemperbaikidiridanmenghindariperilaku kriminal di masa depan. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil harus mampumenyeimbangkanantarakepentinganhukumdanperlindunganterhadap hak-hak anak.

Secara keseluruhan, ketiga teori ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka konseptual untuk mengkaji dan mengimplementasikan perlindungan sertapenangananhukumyangmanusiawidanberorientasipadapemulihanbagi anak korban narkotika.

1. [bookmark: _bookmark21]PenelitianTerdahulu


Tabel2.1PenelitianTerdahulu

	No
	NamaPeneliti
	Judul
	Fokus Penelitian
	MetodePenelitian

	1
	Sari (2021)
	Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan AnakKorban Narkotika di
Kota X
	Penerapan keadilan restoratif padaanak korban narkotika
	Kualitatif,studi kasus

	2
	Putra (2020)
	Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus
Narkotika
	Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus narkotika
	Studikualitatif dengan wawancara

	3
	Dewi&Rahman (2019)
	PeranDiversidalamSistem Peradilan Pidana Anak
diIndonesia
	Efektivitas diversidalamsistem peradilan anak
	Metodecampuran (mixed methods)


Sumber: Peneliti2025


1. [bookmark: _bookmark22]KajianHukum Positif

Kajian hukum positif dalam penelitian ini berfokus pada berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap anak korban narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengutamakan pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial.

0. [bookmark: _bookmark23]Undang-UndangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilan PidanaAnak
Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan manusiawi di Indonesia. UU ini menegaskan prinsip perlakuan khususdenganmemberikanruangyangluasbagipenerapan keadilanrestoratif melalui mekanisme diversi dan mediasi. Dengan adanya diversi, anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana formal untuk menghindari dampak negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi lebih pada pembinaan dan pemulihan.

0. [bookmark: _bookmark24]Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika

UUNarkotikamengaturberbagaitindakpidanaterkaitnarkotika,termasuk yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam penerapannya,undang-undanginimenegaskanbahwaanakyangterlibatdalam kasus narkotika harus mendapatkan perlakuan khusus, terutama melalui rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum,gunamemastikanbahwaanaktidakhanyamenghadapihukuman,tetapi juga mendapatkan pemulihan dan dukungan untuk kembali ke masyarakat secara positif.

0. [bookmark: _bookmark25]PeraturanMahkamahAgungNomor3Tahun2017tentangPedoman Sistem Peradilan Pidana Anak Berkeadilan Restoratif
Peraturan ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam aturan ini dijelaskan secara rinci mekanisme diversi, peran serta aparat penegak hukum, serta keterlibatan keluargadan masyarakat dalam prosespenyelesaianperkara anak. Peraturan ini menjadi landasan penting untuk mengimplementasikan prinsip- prinsip keadilan restoratif secara efektif, yang menitikberatkan pada penyelesaianyangtidakmerugikananakdanmendukungpemulihanhubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

0. [bookmark: _bookmark26]KonvensiHakAnak(ConventionontheRightsoftheChild -CRC)

Sebagai negara yang telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No.36Tahun1990,Indonesiamengikatkandiripadastandarinternasionalyang memberikan jaminan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Konvensi ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan mendapat hak atas rehabilitasi serta reintegrasisosial.Prinsip-prinsipCRCmenjadilandasannormatifpentingyang memperkuat upaya nasional dalam menjamin perlakuan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, kombinasi antara undang-undang nasional dan aturan internasional tersebut menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menanganianakkorbannarkotikadenganpendekatankeadilanrestoratif,sehingga penegakan hukum tidak hanya mengedepankan aspek hukuman, tetapi juga perlindungan, pemulihan, dan pengembangan anak secara optimal.

1. [bookmark: _bookmark27]KerangkaPemikiran

Penegakan hukum terhadap anak korban narkotika masih sering menggunakan pendekatan konvensional yang bersifat represif dan punitif. Pendekatan tersebut tidak efektif karena anak sebagai korban membutuhkan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan hanya hukuman. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratifmenjadi alternatif yang lebih manusiawi dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial, penguatan keluarga, dan pemberdayaan anak.

Namun, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat hukum, stigma sosial terhadap anak korban narkotika, dan keterbatasan sarana rehabilitasi. Selain itu, regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi keadilan restoratif secara optimal.

Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara anak korban narkotika diharapkan tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Pendekatan ini melibatkan dialog antara anak, keluarga, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih baik.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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